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Kepatuhan masyarakat Indonesia dalam membayar pajak masih sangat rendah jika dibandingkan
dengan negara lainnya di Asia Tenggara. (Rinella Putri : 2008). Rendahnya kondisi kepatuhan wajib
pajak di Indonesia, ditunjukkan dengan masih sedikitnya wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak
badan yang terdaftar sebagai wajib pajak serta sedikitnya wajib pajak yang terdaftar yang melaporkan
kewajiban perpajakannya. Departemen Keuangan menyatakan bahwa jumlah wajib pajak resmi di
Indonesia secara keseluruhan masih sangat sedikit. Data di tahun 2007 menunjukkan jumlah wajib
pajak badan hanya 1,35 juta dan wajib pajak orang pribadi hanya 5,14 juta. Jumlah ini terlampau kecil
bila dibandingkan dengan total usia produktif di Indonesia yang mencapai 170 juta. Untuk tahun 2011
saja terdapat 67 persen dari empat juta pemilik NPWP dilaporkan tidak menyerahkan SPT pajak.
Kondisi itu terjadi antara lain diduga karena mereka kecewa terhadap pelayanan yang diberikan
petugas pajak. (Darmin Nasution : 2011)



Masalah yang dihadapi KPP bahwa Wajib Pajak sudah membayar pajak, tetapi masih timbul kebingungan
para Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, wajib pajak sering tidak menyampaikan SPT
tepat waktu.

Kurangnya sosialisasi dari pegawai pajak, dan terkadang informasi yang diberikan kurang jelas dan sulit
dimengerti oleh wajib pajak serta sifat yang berbeda-beda yang dimiliki wajib pajak, sehingga dalam
memberikan informasi kepada wajib pajak mengalami kesulitan. Selain itu petugas pajak tidak memberikan
kenyamanan wajib pajak dalam memperoleh layanan.

Wajib pajak sering tidak menyampaikan SPT tepat waktu, SPT yang di sampaikan pun tidak semuanya
sesuai dengan kebenaran, terkadang SPT yang disampaikan wajib pajak tidak sesuai dengan kenyataannya.
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Keterkaitan Self Assessment System dan Kualitas Pelayanan Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak

Teori pendukung pengaruh Self Assessment System dan kualitas pelayanan pajak
terhadap kepatuhan wajib pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:135) menjelaskan :

‘Kinerja pelayanan yang baik harus tetap diperhatikan oleh DJP untuk
dimungkinkannya diperoleh manfaat ganda apabila dikombinasikan dengan unsur self
assessment system untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan bagi Wajib Pajak dan
secara tidak langsung akan meningkatkan penerimaan pula”.

Keterkaitan Self Assesment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Teori pendukung self assessment system terhadap kepatuhan wajib pajak menurut
Siti Kurnia Rahayu (2010:138) menjelaskan bahwa :

“Kepatuhan memiliki kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang
punggung self assessment system. Wajib pajak bertanggung jawab menetapkan
sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar
dan melaporkan pajak tersebut”.
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Penelitian yang dilakukan Tarjo & Indra Kusumawati. (2006) terhadap pelaksanaan self
assessment system di Bangkalan menemukan bahwa self assessement system di
Bangkalan belum terlaksana dengan baik. Karena Wajib Pajak masih banyak yang tidak
menghitung sendiri pajak terutangnya.

Keterkaitan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Teori pendukung pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:135) menjelaskan :

‘Kinerja pelayanan yang baik harus tetap diperhatikan oleh DJP untuk
dimungkinkannya diperoleh manfaat ganda apabila dikombinasikan dengan unsur self
assessment system untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan bagi Wajib Pajak dan
secara tidak langsung akan meningkatkan penerimaan pula”.

Sama seperti yang disampaikan oleh Chaizi Nasucha (2004:273) menjelaskan bahwa:

“Tolak ukur keberhasilan reformasi perpajakan adalah tercapainya peningkatan
pelayanan pajak dan penerimaan serta kesejahteraan langsung atau tidak langsung
berdampak pada kepatuhan masyarakat (wajib pajak)’.

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan Ni Luh Supadmi (2009) tentang peningkatan
kepatuhan wajib pajak melalui kualitas pelayanan bahwa terdapat hubungan yang positif
antara efektifitas layanan informasi dengan sikap ketaatan membayar pajak.

N g
A—“:"—'."*‘._n_-

—— P - e ; P e i~ ,_',,,4"-.,..,,_,_’?‘..%, P e - ".‘ - —
. . .

-



Mendaftar 80,86 Baik
Menghitung 80,6 Baik
Menyetor 67,6 Cukup Baik
Melapor 66,93 Cukup Baik
Total 74% Baik

Ketepatan Waktu Pelayanan 1000 90,3 Sangat Baik
Akurasi Pelayanan 1000 92,5 Sangat Baik
Keramahan dalam memberikan 1000 64,8 Cukup Baik
pelayanan

Tanggung Jawab 1000 62,5 Cukup Baik
Kelengkapan 1000 65,0 Cukup Baik
Kemudahan untuk Mendapatkan 1000 91,5 Sangat Baik
Pelayanan

Kenyamanan Dalam memperoleh 1000 67,1 Cukup Baik

layanan

Total 7000  76,24% Baik



Indikator Skor Skor %
Aktual | Ideal
Tepat waktu penyampaian SPT

Kebenaran perhitungan pajak
Tepat waktu membayar pajak
Tidak memiliki tunggakan pajak
Tidak melanggar peraturan

perpajakan

Tidak pernah dijatuhi hukuman

pidana

Hasil audit laporan keuangan

Pembukuan sesuai perpajakan
Tota!

Kategori

Cukup Baik

Sangat Baik
Cukup Baik
Sangat Baik
Cukup Baik

Sangat Baik

Baik

Cukup Baik
Baik




Kesimpulan Analisi Deskriptif

Akumulasi tanggapan responden mengenai Self Assessment System di KPP
Pratama Bandung Karees sebesar 74%, hal ini menunjukkan bahwa Self Assessment
System pada umumnya telah baik. Begitu pula tanggapan responden mengenai
Kualitas Pelayanan sebesar 76,24% dan tingkat Kepatuhan wajib Pajak sebesar
13,7% juga termasuk dalam kategori baik. Akan tetapi masih masih harus ditingkatkan
lagi sosialisasi dan pelayanan terhadap wajib pajak guna meningkatkan Kepatuhan
Wajib Pajak.




Fenomena

Identifikasi
e

Indikator

Kuesioner

Hasil

Alasan

| Fenomena bagi Wajib

Pajak, timbul
permasalahan mengenai
berapa besar pajak yang
akan dhitmg dan
berapa besar pajak yang
akan  dibayar oleh
Wajib Pajak, sehingga
menimbulkan

pelanggaran ~ yang
terjadi  karena masth
belum sadamya Wajib
Pajak atas kewajiban
Wajib Pajak  dalam
melaksanakan

pembayaran pajak
kepada negara dengan
tidak  menyampaikan
Surat Pembentahuan
(SPT) dalam jangka
waktu tertentu dengan
menguhur-ulur - waktu
wtk  melaksanakan
pembayaran atau
menyampakan  Surat
Pembentalman  (SPT)
dengan tidak benar
seperti dengan sengaja

Waiib Pajak fidak
tepat wakfu dalam
penyampaian SPT

Mendaftar

1. Sesuai

dengan  sistem self
assessment maka Wajib Pajak
berkewajiban untuk
mendaftarkan din ke Kantor
Pelayanan Pajak (KPP} .

). Wajib pajak yang
pendapatannya telah melebih
jmlah PKP  (Penghasilan
Wajib Pajak) wajib
mendaftarkan din ke Kantor
Pajak.

3. Ketidakpahaman Wanb Pajak,
sehingga tidak mau
mgndaﬁarkan din ke kantor
pajak

Skor
80.86%

F1=0
2=2
3=11
1=13
5=72

®1=0
2=0
3=14
4=4
5=62
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Persentase skor tanggapan responden
mengenai indikator Mendaftar sebesar
80.86%. termasuk dalam kategon baik.
terletak pada interval (68.01% — 84.00%).
Artinya, wajib pajak mendaftarkan din di
KPP Pratama Bandung Karees sudah baik
sesual dengan kntena yang sudah
ditentukan.

Akan tetapt terjadi selisth sebesar
19.14% dan 100 % kntena sangat baik.
Data di atas menunjukan berarti masih
ada fenomena yang temjadi terkait
Indikator Mendaftar tetapi fenomena yang
terjadi kecil sebesar 19,14%.




memampulasikan total
laba yang terjadi dalam
perusahaan. Jika laba
sebuah perusahaan
menghasilkan laba
sekecil mungkin maka
jumlah  pajak  yang
harus dibayarkan
kepada negara unfuk
pembayaran pajak pun
menjadi sekecil
mungkin. dan sengaja
tidak memenuhi
kewajiban perpajakan
yang berakibat
merugikan negara atas
kewajiban untuk
menyetorkan  pajak
vang ditenfukan dalam

16 Febman 2010)

Menghitung

. Dalam sistem Self Assesment

wajib  pajak  di ben
kepercayaan untuk menghitung
sendin pajak vang terutang.

. Wajib pajak tidak mengalamu

kesulitan dalam menghitung
sendin pajak terutangnya.

. Wajib  Pajak  vang telah

memiliki NPWP terkadang
masth  bingung  mengenai
kewajiban perpajakannva.
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Persentase skor tanggapan responden
mengenai indikator Menghitung sebesar
80.6%. termasuk dalam kategon baik.
terletak pada mterval (68.01% - 84.00%).
Artinya, wajib pajak menghitung sendin
di KPP Pratama Bandung Karees sudah
bak sesual dengan kriteria yang sudah
ditentukan.

Akan tetapi terjadi selisth sebesar
19.4% dan 100 % knteria sangat baik.
Data di atas menunjukan berarti masih
ada fenomena yang temjadi terkait
Indikator Menghitmg sendin tetap
fenomena vang terjadi  kecil sebesar
19.14%. Sehingga dapat dikatakan tidak
terjadi fenomem

Menvetor

. Sistem dan peraturan

pempajakan  vang  sekarang
berlaku mudah dipahamu oleh
wajib pajak.

. Wajib Pajak tidak mengalami
kesulitan dalam membayar

Persentase skor tanggapan responden
mengenal indikator Menvyetor sebesar
67.9%. termasuk dalam kategon cukup
baik, terletak pada mterval (52.01% -
68.00%). Artinya. wajib pajak menyetor
kewajibannya di KPP Pratama Bandung
Karees sudah cukup baik sesual dengan
kriteria vang sudah ditentukan.

Akan tetapi terjadi selisih sebesar
32.1% dan 100 % kntena sangat baik.
Data di atas menunjukan berarti masih




pajak terutangnya

. Wajib pajak seningkali masih
bingung  dengan  sistem
perpajakan yang berlaku
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ada fenomena yang temjadi terkait
Indikator Menyetor kewajiban
perpajakannva vaitu masih ada wajib
pajak vang tidak menyetor kewajiban
perpajakannva. Hal im berarti fenomena
yang terjadi sudah terjawab dan sesual
dengan fenomena yang terjadi.

. Surat Pembentahuan (SPT)
harus disampaikan ke Kantor
Dinen Pajak dilakukan tepat
waktu, vaitu harus dilaporkan
paling lambat 20 han setelah
akhir masa pajak untuk SPT
Masa atau 3 bulan setelah
akhir tahun pajak untuk SPT
Tahunan.

. Wajib pajak yakin unfuk
melaporkan SPT yang telah di
1s1 wajib pajak

.Dalam penyampaian SPT
terkadang wajib pajak tdak
melaporkan tepat waktu

Persentase skor tanggapan responden
mengenal indikator Melapor sebesar
66.93%. termasuk dalam kategon cukup
baik, terletak pada mterval (52.01% -
68.00%). Artinya, wajib  pajak
melaporkan  kewajibamnya di KPP
Pratama Bandung Karees sudah cukup
baik sesuai dengan kritenia yang sudah
ditentukan.

Akan tetapr terjadi selisth sebesar
33,07% dari 100 % kntena sangat baik.
Data di atas menunjukan berarti masth
ada fenomena vang terjadi terkait
Indikator Melapor kewajiban
perpajakannya. Hal ini berarti fenomena
yang terjadi sudah terjawab dan sesuai
dengan fenomena yang tenadt di KPP
Pratama Bandung Karees, yaitu masth ada
Wajib Pajak vanz belum tepat waktu
melaporkan kewajiban perpajakannya.
Padahal SPT yang dilaporkan adalah SPT
Nihil.




Kurangnva sosialisasi
dari  pegawai pajak
serta kurangnya sarana
pendukung  sepert
brosur, atau katalog
informasi,  terkadang
informasi yang
diberikan kurang jelas
dan sulit dimengerti
oleh wajib pajak serta
sifat vang berbeda-beda
vang dimubki  wapb
pajak, sehingga dalam
memberikan informasi
kepada wajib pajak
mengalami

kesulitan Pajak (Yunan
Sugiyan Dinata: 2012).

Kurangnva sarana
informasi dan
pegawai  pajak
sehingga
menyebabkan
wajib pajak tidak
patuh

Ketepatan
Waktu
Pelayanan

1. Pelayanan mformas: mengenai

administras: pajak  dilakukan
oleh petugas secara tepat
wakfu

. Petugas wajib pajak dalam

memberikan pelayanan
dilakukan secara tepat waktu.

Persentase skor tanggapan responden
mengenal Indikator Ketepatan Waktu
Pelayanan sebesar 90,3%, termasuk dalam
kategon sangat baik, terletak pada interval
(84.01% — 100%). Artinya, petugas pajak
telah memberikan pelayanan vang tepat
waktu di KPP Pratama Bandung Karees
dan sesual dengan kntena yang sudah
ditentukan. Unfuk indikator ketepatan
waktu pelayanan tidak memliki masalah.

. Informas1 dan penjelasan yang

disampatkan oleh pefugas
pajak sudah akurat

. Petugas pajak membenkan

informasi secara akurat dan
benar.

Persentase skor tanggapan responden
mengenai indikator Akurasi Pelayanan
sebesar 92.5%, termasuk dalam kategon
sangat baik, terletak pada interval
(84.01% — 100%). Artinya, petugas pajak
telah memberikan akurasi pelayanan di
KPP Pratama Bandung Karees dan sesuai
dengan kntena yang sudah ditentukan.
Unfuk indikator akurasi pelavanan tidak
memiliki masalah.




Keramahan | 1. Petugas pajak membenkan Persentase skor tanggapan responden
Dalam layanan perpajakan  dengan mengenai indikator Keramahan dalam
Memberikan ramah dan baik. memberikan pelavanan sebesar 64.80%,
Pelayanan termasuk dalam kategonl cukup baik,
terletak pada interval (52.01% — 68.00%).
Artinya, petugas pajak dalam memberikan
keramahan pelayanan di KPP Pratama
Bandung Karees sudah cukup baik sesual
dengan kntenia yang sudah ditentukan.
Akan tetapi terjadi selisth sebesar
35.2% dan 100 % knteria sangat baik.
Data di atas menunjukan berarti masih
ada fenomena vyang terjadi terkait
Indikator  keramahan  memberkan
pelayanan yaitu masih ada pefugas pajak
vang tidak ramah dalam memberkan
pelayanan perpajakannya. Hal ini berarti
fenomena vang terjadi sudah terjawab
dan sesuai dengan fenomena vang tenjadi
1 KPP Pratama Bandung Karees.
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Tanggung . Petugas  pajak  memiliki Persentase skor tangzapan responden

Jawab komitmen vang besar untuk mengenai mdikator Tanggungjawab
untuk meningkatkan  kualitas sebesar 62.3%. termasuk dalam kategon
pelayanan kepada wajib pajak, cukup baik, terletak pada interval
dimmulal dan aspek yang paling (5201% -  68.00%).  Artinya,
dasar vaitu pola pikir. pola tanggungjawab petugas pajak & KPP
tindak, tata busana dan tutur Pratama Bandung Karees sudah cukup
kata dalam berkomumikasi. baik sesual dengan kriteria yang sudah
ditentukan.

Akan tetapl terjadi selisth sebesar
37.5% dani 100 % kntena sangat baik.
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2. Dalam

melaksanakan
kewajibannya terkadang
petugas pajak tidak melakukan
dengan penuh tanggung jawab.

Data di atas menumjukan berarti masth
ada fenomena yang terjadi terkait
Indikator tanggungjawab vaitu masih ada
petugas pajak yang tidak sadar dengan
tangmungjawabnya sebagai petugas pajak.
Hal im berarti fenomena yang terjadi
sudah terjawab dan sesual dengan
fenomena vang terjadt di KPP Pratama
Bandung Karees.

. Petugas pajak melengkapi

penjelasannya dengan brosur,
contoh-contoh dokumen yang
harus  dilampirkan  untuk
memenuhi kewajiban
perpajakan

. Ketika melakukan penjelasan

petugas pajak tidak
melengkapl informasi yang
diberikan dengan data vang
lain seperti broswr, atau
dokumen

Skor
65,50%
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Persentase skor tanggapan responden
mengena: indikator Kelengkapan sebesar
63.50%, termasuk dalam kategon cukup
baik, terletak pada imterval (32.01% -
68.00%). Artinya, kelengkapan pajak di
KPP Pratama Bandung Karees sudah
cukup baik sesnal dengan knteria vang
sudah ditentukan.

Akan tetapi terjadi selisth sebesar
345% dan 100 % knteria sangat baik.
Data di atas menunmjukan berarti masth
ada fenomena vang terjadi terkait
Indikator kelengkapan . Hal im berarti
fenomena vang terjadi sudah terjawab
dan sesuai dengan fenomena yang terjadi
di KPP Pratama Bandung Karees.

Kemudahan
Untuk
Mendapatkan
Pelavanan

. Kenmdahan dalam mengakses
layanan  perpajakan  baik

melalui telepon. faksmili.
SMS. atan e-mail maupun
melalui media lainnya

Persentase skor tanggapan responden
mengenai indikator Kemudahan Untuk
Mendapatkan Pelayanan sebesar 91.5%.
termasuk dalam kategon sangat baik.
terletak pada interval (84.01% — 100%).




2. Wajib pajak mendapatkan

kemudahan dalam memperoleh
pelayanan yang dibenkan oleh
petugas pajak

Artinya, wajib pajak sudah memperoleh
kemudahan unfuk mendapatkan
pelayanan di KPP Pratama Bandung
Karees dan sesual dengan kntena vang
sudah ditentukan Untuk indikator akurasi
pelayanan tidak memiliki masalah.

Kenvamanan
Dalam
Memperoleh
Layanan

. Aparat pajak menawarkan

kenyamanan pelayanan kepada
Wajib Pajak dengan
memanfaatkan perkembangan
dan kemajuan teknolog
informasi, di antaranya:
layanan Help Desk, Call
Centre, SMS Tax. e-Filling, e-
SPT, On-line Payment. serta
situs web untuk mmformasi
layanan perpajakan

. Terkadang pelavanan vang

diberikan pegawai pajak susah
untuk  dimengerti  dan
dilaksanakan oleh wajib pajak

(== W]

Persentase skor tanggapan responden
mengenai indikator Kenyamanan Dalam
Memperoleh Lavanan sebesar 67.06%,
termasuk dalam kategon cukup baik,
terletak pada mnterval (32.01% — 68.00%).
Artinya, wajib pajak sudah merasa
nyaman atas layanan yang diberikan oleh
petugas pajak di KPP Pratama Bandung
Karees dan kenvamanan vang dirasakan
wajib pajak sudah cukup bak sesual
dengan kriteria yang sudah ditentukan.

Akan tetapi terjadi selisth sebesar
32.94% dan 100 % kntena sangat baik.
Data di atas menunjukan berarti masih
ada fenomena vang tenadi terkait
Indikator  kenyamanan  memperoleh
layanan. Hal mi berarti fenomena yang
terjadi sudah terjawab dan sesual dengan
fenomena vang terjadi di KPP Pratama

Bandung Karees.




e Kepatuhan  wajib
pajak warga Kota
Bandung dalam
membavyar pajak
pendapatan baru
mencapai 42%.
Menurut Ajat tidak
patubnya wajib pajak
menyerahkan  SPT
kemungkinan
berbagal hal
diantaranya  karena
malas, fidak patuh
dan mumgkin  juga
sostalisasi  kurang
tepat Ajat Jatmika
(2012).

Wajib Pajak sudah
membavar pajak,
tetapi masih timbul
kebingungan  para
Wajib Pajak dalam
memenuln kewajiban
perpajakannya, wajib
pajak sering tidak
menyampatkan SPT
tepat waktu, SPT
vang di sampaikan
pun tidak semuanya

sesual dengan

Kepatuhan

penyampaian SPT
wajib pajak masth
minim dan masxh

ditargetkan.

Tepat waktu
penvampaian
SPT

1. Wajib

). Terkadang

Pajak  memiliki
kesadaran dan  kepatuhan
dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya dengan
menyampaikan SPT  tepat
waktu

dalam
menyampaikan SPT  wajib
pajak  tidak menyampaikan
tepat waktu
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. Wapb  Pajak  berkewajiban

untuk menyampaikan
kebenaran  penulisan  dan
perhifungan kewajiban
pajaknya dengan melampirkan
dokumen-dokumen pendukung

Persentase skor tanggapan responden
mengenai  indikator Tepat Waktu
Penyampaian SPT sebesar 39.00%.
termasuk dalam kategon cukup baik,
terletak pada interval (32.01% - 68.00%).
Artinya, wajlb  pajak sudah
menyampaikan SPT nya sesua dengan
peraturan yang ada di KPP Pratama
Bandung Karees dan mavoritas wajib
pajak yang menyampaikan SPT tepat
waktu sudah cukup baik sesuai dengan
kntena yang sudah ditentukan.

Akan tetapi terjadi selisth sebesar
41.00% dan 100 % kntena sangat baik.
Data di atas menmunjukan berarti masih
ada fenomena vang terjadi terkait
Indikator tepat waktu penyampaian SPT
vaitu masih ada wajib pajak tidak tepat
waktu menvampaikan SPT nva. Hal im
berarti fenomena vyang terjadi sudah
terjawab dan sesuai dengan fenomena
yang terjadi di KPP Pratama Bandung
Karees.

Persentase skor tanggapan responden
mengenai mdikator Kebenaran
Perthitngan  Pajak  sebesar  90,30%,
termasuk dalam kategon sangat baik,
terletak pada interval (84.01% — 100%).
Artinya, wajib pajak sudah
menyvampaikan SPT nya dengan benar




kebenaran. Terkadang
yang
wajib
pajak  tidak sesual
dengan kenvataannya.
(Yunan Sugtyan
Dinata; 2012).

. Dalam  penyampaian SPT

wajib pajak menyampaikan
SPT nya dengan benar
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dan sesuai dengan kntena yang sudah
ditentukan. Untuk indikator kebenaran
perhitungan  pajak  tidak  memiliki
masalah.

Tepat Waktu
Membavar
Pajak

. Wajib Pajak  mengisi dan

melaporkan Surat
Pembenitahuan Pajak (SPT)
tahunan serta membayar pajak
dengan tepat waktu ( Patuh
Formal)

. Terkadang dalam melaporkan

SPT wajpib pajak tidak tepat
waktu
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Persentase skor tanggapan responden
mengenal Indikator Tepat Waktu
Membayar Pajak sebesar 61.1%, termasuk
dalam kategon cukup baik, terletak pada
interval (52.01% - 68.00%). Artinya,
wajib pajak sudah menyampaikan SPT
nya sesual dengan peraturan yang ada di
KPP Pratama Bandung Karees dan
mayoritas wajb  pajak  yang
menyampaikan SPT tepat waktu sudah
cukup baik sesual dengan kmteria vang
sudah ditentukan.

Akan tetapi terjadi selisth sebesar
41.00% dan 100 % kntena sangat baik.
Data di atas menunjukan berarti masth
ada fenomena vang terjadi terkait
Indikator tepat waktu penyampaian SPT.
Hal mi berarti fenomena yang terjad
sudah tejawab dan sesuai dengan
fenomena yang tegadi di KPP Pratama

Bandung Karees.




1. Wajib Pajak tidak mempunyai

tunggakan pajak untuk semma
jemis pajak, kecuali telah
memperoleh  1zZn  untuk
mengangsur atau menunda
pembayaran pajak dan tidak
termasuk utang pajak yang
belun melewati batas akhir
pehmasan

. Wajib  Pajak  dalam

penyampaian  kewajibannya
tidak diperbolehkan memiliki
tunggakan pajak.
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Persentase skor tanggapan responden
mengenal indikator Tidak Memilika
Tunggakan Pajak  sebesar  90.3%,
termasuk dalam kategori sangat baik,
terletak pada interval (84.01% — 100%).
Artinya, wajib pajak tidak memiliki
tnggakan. Untuk indikator kebenaran
perhitungan  pajak  tidak memiliki
masalah

Tidak
Melanggar

Peraturan
Perpajakan

. Penlaku  cwang  dengan

melakukan tindak pidana di
bidang perpajakan merupakan
upaya penghindaran  pajak
yang tidak etis dilakukan oleh
wajib pajak

. Terkadang ~ wajib  pajak
melakukan tindakan curang
dalam pelporan perpajakannva
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Persentase skor tangzapan responden
mengenai mdikator Tidak Melanggar
Peraturan Perpajakan sebesar 64.3%
termasuk dalam kategon cukup bazk
terletak pada interval (57 01% - 68.00%).
Artinya, waijib pajak dalam
menyampaikan SPT nya sesuai dengan
peraturan vang ada di KPP Pratama

Karees dan mayontas wajib
pajak  tidak melanggar  peraturan
perpajakan termasuk kategon cukup baik
sesual dengan kntema vang sudah
ditentukan.

Akan tetapi terjadi selisth sebesar
34.6% dan 100 % kntena sangat bak.
Data di atas menunjukan berarti masih




ada fenomena yang tejadi terkait
Indikator tidak melanggar peraturan
perpajakan yaitu masih ada wajib pajak
vang melanggar perafuran perpajakan
dalam memenul kewajiban
perpajakannya. Hal im berarti fenomena
yang terjadi sudah terjawab dan sesuai
dengan fenomena yvang tenads di KPP
Pratama Bandung Karees.

Tidak Pernah | 1. Wanb pajak harus memibki £ Sangat Persentase skor tanggapan responden
Dijatuhi kesadaran hukum pempajakan Baik |mengenai indikator Tidak Pemah Di
Hukuman dan tidak melakukan tindak Jatuli Hukuman Pidana sebesar 93.3%

Pidana pidana di bidang perpajakan termasuk dalam kategon sangat baik,

atau tindak pidana lam terletak pada interval (84.01% - 100%).
dibidang keuangan negara. Artinya,  wajib  pajak  dalam
menyampaikan SPT nya tidak pernah
terlibat kasus pidana Untuk indikator
tidak pemah di jatthi hukuman pidana
tidak memiliki masalah.
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. Sebagai seorang wajib pajak
tidak diperkenankan
melakukan tindakan pidana.
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Hasil Audit | 1. jak iliki ' i Persentase skor tanggapan responden
Laporan untuk 1 mengenal indikator Hasil Audit Laporan
Keuangan 1 Keuangan sebesar 68.6%. termasuk dalam
Kemnm vang diaudit oleh = kategori baik, terletak pada interval




Pembukuan
Sesuai
Perpajakan

lembaga pengawas keuangan
pemerintah, dengan

menyajikan rekonsiliasi laba
rugl komersial dan fiskal

. Terkadang wajib pajak tidak

menyampaikan laporan
kenangan vang telah di audit

. Aktivitas pembukuan oleh

Wajib  Pajak  memegang
peranan penting dalam upaya
memenuhi kewajiban
perpajakan karena komponen
dan  pembukuan tersebut
mengandung  data dan
informasi terutama digunakan
dalam melaksanakan
kewajiban perpajakan.

. Dalam melaksanakan

kewajiban perpajakan wajib
pajak terkadang tidak
melakukan pembukuan sesual
dengan ketentuan vang berlaku
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(68.01% — 84.00%). Artinya, wajib pajak
telah melakukan audit laporan kenangan
sesual dengan peraturan vang berlaku di
KPP Pratama Bandung Karees dan sudah
baik sesuai dengan kntenia vang sudah
ditentukan.

Akan tetapi terjadi selisth sebesar
31.4% dan 100 % knteria sangat baik.
Data di atas menunjukan berarti masth
ada fenomena vang terjadi terkait
Indikator hasil audit laporan keuangan
Sehingga dapat dikatakan masith ada
wajib pajak yang tidak melakukan audit
atas laporan keuangannva sebesar 31 4%.

Persentase skor tanggapan responden
mengenal indikator Pembukuan Sesua
Perpajakan sebesar 63.4%. termasuk
dalam kategon cukup baik. terletak pada
interval (52.01% — 68.00%). Artinya,
wajib pajak dalam menyampaikan SPT
nya sesuai dengan peraturan yang ada di
KPP Pratama Bandung Karees dan
mayoritas wajib pajak melakukan
pembukuan sesuai perpajakan  dan
termasuk kategon cukup baik sesuai
dengan kriteria yang sudah ditentukan.

Akan tetapi terjadi selisih sebesar
36.6% dan 100 % knteria sangat baik.
Data di atas menunjukan berarti masth
ada fenomena vang terjadi terkait

Indik:ator pembukuan sesual perpajakan
vaitu masih ada wajib  pajak  yang
melanggar peratran  perpajakan va.rtu
tidak  melabukan pembukuan  sesm
perpajakan. Hal im berarti fenomena vang
terjadi sudah terjawab dan sesual dengan
fenomena yang terjadi di KPP Pratama
Bandung Karees.




Uji Simultan (Uji F)

ANOVA"

Mean
Sum of Squares Square

Regression 1208923
Residual 1238.709
Total 2447 632
a. Predictors: (Constant), 32, X1
e. Dependent Variable: Y




Uji Persamaan Parsial (Uji t)

Coefficients"

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients Collinearity Statistics

16.932
090
600
a. Dependent Vanable: ¥




Tidak signifikannya penelitian ini dikarenakan memiliki keterbatasan dalam penelitian yang
dilakukan, antara lain:

1. Data penelitian ini dihasilkan dari instrumen yang mendasarkan pada persepsi jawaban
responden. Hal ini akan menimbulkan masalah jika persepsi responden berbeda dengan
keadaan sesungguhnya

2. Responden penelitian ini terbatas pada wajib pajak di KPP Pratama Bandung Karees,
dimana kemungkinan penelitian ini akan menunjukkan hasil yang berbeda pada para
responden KPP di daerah lain.

3. Penelitian ini hanya dilakukan pada satu daerah Kota Bandung saja, sehingga tidak dapat
digeneralisasi.

4. Penelitian ini hanya dilakukan pada satu waktu (Crossection), sehingga peneliti tidak
dapat melihat perbedaan baik itu peningkatan maupun penurunan ataupun kenaikan
kepatuhan wajib pajak dari KPP Bandung dengan menggunakan variabel pengukuran
yang sama.

5. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya merupakan sebagian kecil dari
variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Ini terbukti dengan rendahnya
koefisien determinasi dari hasil penelitian ini.



Self assessment system di KPP Pratama bandung Karees belum berjalan sesuai dengan
peraturan yang di tetapkan oleh DJP. Hal ini terlihat dari besarnya hubungan self assessment
system termasuk ke dalam kategori cukup baik. Hal ini disebabkan rendahnya wajib pajak yang
menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Untuk kualitas pelayanannya sudah
berjalan sesuai dengan peraturan yang di tetapkan DJP. Hal ini terlinat dari besarnya hubungan
kualitas pelayanan termasuk ke dalam kategori kuat. Hal ini disebabkana ketepatan waktu
pelayanan, akurasi pelayanan dan kemudahan untuk mendapatkan pelayanan yang sudah baik.
Sedangkan untuk kepatuhan waijib pajaknya belum memiliki kepatuhan wajib pajak yang tinggi.
Hal ini terlihat dari rendahnya jumlah Wajib Pajak yang menyampaikan SPT nya, dan belum
tercapainya target yang kepatuhan wajib pajak yang di harapkan.

Berdasarkan hasil uji secara keseluruhan atau uji kecocokan model dapat disimpulkan bahwa
secara bersama-sama variabel bebas (self assessment system dan kualitas pelayanan)
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan hasil pengujian diperoleh
bukti empiris bahwa variabel self assessment system berpengaruh positif dan secara statistik
berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini mendukung penelitian
yang menyatakan self assessment system berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Sedangkan hasil regresi diperoleh bukti empiris bahwa variabel kualitas pelayanan berpengaruh
positif, namun secara statistik signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini sesuai
dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya yang menyimpulkan hasil bahwa kualitas
&?Dlgyanan mempunyai pengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak pada



Self assessment system, hendaknya lebih ditingkatkan terutama dalam hal
menyetor dan melaporkan SPT pada wajib pajak, agar patuh untuk memenunhi
kewajiban perpajakannya. Sedangkan kualitas pelayanan pajak, petugas pajak
hendaknya lebih ditingkatkan lagi respon pelayanannya terhadap wajib pajak
dalam melayani permasalahan wajib pajak, melengkapai sarana dan prasarana
pendukung dan lebih bertanggungjawab atas pelayanan yang diberikan kepada
wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak, agar Direktorat Jenderal Pajak selaku instansi perpajakan
untuk lebih mensosialisasikan kepada wajib pajak agar tingkat pengembalian SPT
menjadi lebih baik.



